
 

 

BUPATI TANAH BUMBU 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU 

NOMOR 15 TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 
PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS  

KEPADA TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA DAN PERANGKAT DESA 
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TANAH BUMBU, 

Menimbang :  a.  bahwauntuk meningkatkan pembelanjaan kepada 
Tenaga Non Aparatur Sipil Negara dan Perangkat 

Desa Non PegawaiNegeriSipil Pemerintah Daerah 
memberikan Tunjangan Hari Raya sebagai wujud 
penghargaan dan pengabdian kepada Daerah; 

b. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaks
uddalamhuruf a, perlumenetapkanPeraturan Bupati 

tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas kepada Tenaga 
Non AparaturSipilNegara dan PerangkatDesaNon 
PegawaiNegeriSipilTahun 2021; 

Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 8 Tahun 1974 tentangPokok-
PokokKepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041) 

sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-
UndangNomor 43 Tahun 1999 
tentangPerubahanAtasUndang-UndangNomor 8 

Tahun 1974 tentangPokok-PokokKepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 169, TambahanLembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3890); 

2. Undang-UndangNomor 28 Tahun 1999 

tentangPenyelenggaraan Negara yang 
BersihdanBebasdariKorupsi, KolusidanNepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-UndangNomor 2 Tahun 2003 
tentangPembentukanKabupaten Tanah 
BumbudanKabupatenBalangan di Provinsi 

Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, 



TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3265);  

4. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 

tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 

tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355);  

6. Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 

tentangPemeriksaan, 

PengelolaandanTanggungjawabKeuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400);  

7. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 

tentangPerimbanganKeuanganAntaraPemerintahPusa

tdanPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438);  

8. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 

tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali 

terakhirdenganUndang-UndangNomor 9 Tahun 2015 

tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor 

23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  5679); 

9. PeraturanPemerintahNomor 18 Tahun 2016 

tentangOrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

TambahanLembaran NegaraRepublik Indonesia 

Nomor 5887) sebagaimana di 

ubahdenganPeraturanPemerintahNomor 72 Tahun 

2019 

tentangPerubahanAtasPeraturanPemerintahNomor 18 

Tahun 2016 tentangOrganisasiPerangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, TambahanLembaranNegarRepublik 

Indonesia Nomor 6402);  



10. PeraturanPemerintahNomor 18 Tahun 2017 

tentangHakKeuangandanAdministratifPimpinandanA

nggotaDewanPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5067); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang 

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga 

Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima 

Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021Nomor108, TambahanLembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor6682); 

12. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor77Tahun 

2020tentangPedomanTeknis PengelolaanKeuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020Nomor1781); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah BumbuNomor 19 

Tahun 2016 

tentangPembentukandanSusunanPerangkat Daerah 

(LembaranDaerah Kabupaten Tanah BumbuTahun 

2016 Nomor 19) sebagaimanatelahdiubahbeberapa 

kali terakhirdenganPeraturan 

DaerahKabupatenTanah BumbuNomor 5 Tahun 2021 

tentangPerubahanKeduaAtasPeraturan Daerah Nomor 

19 Tahun 2016 

tentangPembentukandanSusunanPerangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah BumbuTahun 

2021 Nomor 5);. 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah BumbuNomor 9 

Tahun 2020 

tentangAnggaranPendapatandanBelanjadaerahTahun

Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

BumbuTahun 2020 Nomor 09); 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan       : PERATURAN BUPATITENTANGPEMBERIAN GAJI KETIGA 

BELAS KEPADA TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGERA 
DAN  PERANGKAT DESA NON PEGAWAI NEGERI 
SIPILTAHUN 2021. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 DalamPeraturanBupatiini yang dimaksuddengan : 



1. Daerah adalahPemerintahKabupaten Tanah Bumbu; 

2. Pemerintahan Daerah 

adalahpenyelenggaraanurusanpemerintahanolehpemerinta

hdaerahdandewanperwakilanrakyatdaerahmenurutasasoto

nomidantugaspembantuandenganprinsipotonomiseluas-

luasnyadalamsystem  danprinsip Negara 

kesatuanRepublik Indonesia 

sebagaimanadimaksuddalamUndang-UndangDasara 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalahKepala Daerah 
sebagaiunsurpenyelenggarapemerintahdaerah yang 

memimpinpelaksanaanurusanpemerintahan yang 
menjadikewenangandaerahotonom. 

4. Kepala Daerah yang 

selanjutnyadisebutBupatiadalahBupati Tanah Bumbu. 

5. WakilKepala Daerah yang 
selanjutnyadisebutWakilBupatiadalahWakilBupati Tanah 

Bumbu. 

6. Sekretaris Daerah adalahSekretaris Daerah 

KabupatenTanah Bumbu. 

7. Perangkat Daerah adalahunsurpembantuBupatidan DPRD 
dalampenyelenggaraanurusanpemerintahan yang 

menjadikewenangandaerah. 

8. SatuanKerjaPerangkat Daerah yang selanjutnyadisebut 
SKPD adalahSekretariat, Dinas, Badan, danKecamatan di 

lingkunganPemerintah Daerah. 

9. AparaturSipil Negara yang selanjutnyadisingkat ASN 

adalahPegawaiNegeriSipil (PNS) 
danPegawaiPemerintahdenganPerjanjianKerja (PPPK) yang 
diangkatolehpejabat Pembina 

kepegawaiaandandiserahitugasdalamsuatujabatanpemerin
tahataudiserahitugasnegaralainnyadandigajiberdasarkanp

eraturanperundang-undangan. 

10. PegawaiNegeriSipil Daerah yang selanjutnyadisingkat 
PNSD adalahPegawaiNegeriSipil di 

LingkupPemerintahKabupaten Tanah Bumbu. 

11. Tenaga Non ASNdanPerangkatDesa Non 
PNSadalahPegawaiyang gajinya bersumber dari APBD atau 

APBN; 

12. PerangkatDesaadalahKepalaDesa Non PNS, 

SekretarisDesa Non PNS, Ketua RW Non PNS, Ketua RT 
Non PNS, Sekretaris RT Non PNS, BadanPerwakilanDesa 
Non PNSDaerah, Guru Mengaji Non PNS baik di 

Desa/Kelurahan. 

13. GajiadalahHonorarium, UpahatauJasa yang 

diterimaolehTenaga Non ASN,PerangkatDesaNon PNSper 
bulan. 

14. AnggaranPendapatandanBelanja Daerah yang 

selanjutnyadisingkat APBD 
adalahrencanakeuangantahunanPemerintah Daerah yang 
dibahasdandisetujuibersamaolehPemerintah Daerah 

dengan DPRD danditetapkandenganPeraturan Daerah. 



 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

BagianKesatu 
Maksud 

 

Pasal 2 

PemberianGajiBulanKetigaBelasbermaksudsebagaiapresiasiP

emerintah Daerah atasprestasidanpengabdianPegawaikepada 
Daerah,Bangsadan Negara. 

 

BagianKedua 
Tujuan 

 
Pasal 3 

PemberianGajiKetigaBelasbertujuanmeningkatkankesejaht
eraanTenaga Non ASNdanPerangkatDesa Non PNS. 

 

BAB III 
PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS 

 

Pasal 4 

(1) GajiKetigaBelasdibayarkanapabila APBD 

mencukupiuntukmelakukanpembayarangajiketigabel
askepadaTenaga Non ASNdanPerangkatDesa Non 
PNS. 

(2) PelaksanaanPemberianGajiKetigaBelasdibayarkanbers
amaan denganpembayaranTunjanganHari Raya 
bagiASNdanPejabat Negara. 

 

BAB IV 

PERSYARATAN DAN BESARAN  
PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS 

 

Pasal 5 

(1) Tenaga Non ASN dan PerangkatDesa Non PNS harus 

memenuhi peryaratan berikut: 
a. telah melaksanakan tugas pokok organisasi 

secara penuh dan terus menerus paling singkat 

selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau 
penandatanganan perjanjian kerja; 

b. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan 

dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 



(2) DalamhalPegawai Non PegawaiAparaturSipil Negara 

belummelaksanakantugaspokokorganisasisecarapenu

hdanterusmenerus paling singkatselama 1 (satu) 

tahunsebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf a, 

TunjanganHari Raya 

dan/atauGajiKetigaBelasdapatdiberikanapabila: 

a. telahmenandatanganiperjanjiankerjadenganpejaba

t yang 

memilikikewenangansesuaiketentuanperaturanper

undang-

undangandandalamperjanjiankerjadimaksudtelahd

inyatakanberhakmenerimaTunjanganHari Raya 

dan/atauGajiKetigaBelas; atau 

b. telahditetapkanmenerimaTunjanganHariRaya 

dan/atauGajiKetigaBelasolehPenjabat Pembina 

Kepegawaiandalamsuratkeputusanpengangkatanse

suaidenganketentuanPeraturanPerundang-

undangan. 

(3) BesaranpemberianGajiKetigaBelassebesarpenghasilan
sebulan yang 
diterimapadabulansebelumnyaolehTenaga Non 

ASNdanPerangkatDesa Non PNS. 
 

Pasal 6 

DalamhalterdapatTenaga Non ASN danPerangkatDesa 
Non PNSyang terlanjur 

menerimalebihdari1(satu)penghasilanyang berupa Gaji 
Ketiga Belas sebagaimanadimaksuddalamPasal 5, 
makakelebihanpembayarantersebutmerupakanutangdan

wajibmengembalikankepadaKas Daerah. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

PeraturanBupatiinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan

. 

Agar setiap orang mengetahuinya, 

memerintahkanpengundanganPeraturanBupatiinidengan
penempatannyadalamBerita Daerah Kabupaten Tanah 
Bumbu. 

 

 

Ditetapkan di Batulicin 

Padatanggal 04 Mei 2021 

BUPATI TANAH BUMBU, 

 
 



 
 

H. M. ZAIRULLAH AZHAR 
 

Diundangkan di Batulicin 

Padatanggal 04 Mei 2021 

Pj, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, 

 
 
 

 
H. AMBO SAKKA 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 015 


